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Pencucian uang merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul hartayang berasal dari kejahatan, oleh sebab itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak
pidana. Dalam tesisini, penulis membahas mengena dua konsep penanganan tindak pidana pencucian uang
yang berlaku di Indonesia saat ini. Di awal pembahasan, Penulis menjelaskan tentang kedua konsep tersebut
beserta dengan pengaturannya menurut hukum positif di Indonesia. Selain itu Penulis juga menjelaskan
mengenai kelebihan dan kekurangan dari penerapan masing-masing konsep tersebut dan dilanjutkan dengan
penjelasan mengenal sudut pandang dan penerapan pada di lapangan oleh aparat penegak hukum (Jaksa,
Advokat, dan Hakim) terkait penerapan kedua konsep tersebut. Selanjutnya, Penulis juga menggunakan
Putusan Pengadilan untuk melihat bagaimana salah satu konsep tersebut diterapkan dan mencari
kemungkinan timbulnya permasal ahan dengan diberlakukannya kedua konsep tersebut. Kesimpulan pada
penelitian ini, pertama, konsep follow up crime menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan tindak
pidana lanjutan, sedangkan konsep independent crime menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan
tindak pidanayang berdiri sendiri. Adapun kedua konsep tersebut mendapatkan pengaturan dalam UU PP-
TPPU. Kedua, konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diadopsinya kedua
konsep tersebut dalam UU PP-TPPU perbedaan sudut pandang antar penegak hukum dan adanya
diversifikas di lapangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana
pencucian uang. Ketiga, dalam putusan yang digunakan, terhadap penanganan pencucian uang seperti yang
ada pada putusan berpotensi menimbulkan masalah ketika harta dari pencucian uang berasal dari suatu
tindak pidanayang bukan lingkup dari tindak pidanaasal dalam UU PP-TPPU.

...... Money laundering is the act which the proceeds of crime are made to appear legitimate. As such, it is
categorized as a criminal offense. In this thesis, the author discusses two concepts for handling money
laundering offenses. The author explains these concepts, their advantages and disadvantages, and how they
are regulated under Indonesian law. The discussion also includes an analysis of the perspectives and
applicationsin the field by law enforcement officials (prosecutors, advocates, and judges) regarding the
implementation of these concepts. Furthermore, the author examines court decisions to see how one of the
conceptsis applied and to identify potential problemsin the application of both concepts. In conclusion, the
first concept defines money laundering as a continuing criminal offense, while the second concept treats it as
an independent criminal offense. Both are regulated in Law number 8 of 2010. The adoption of these two
concepts has led to differing viewpoints among law enforcers and inconsistencies in the field, resulting in
legal uncertainty. Additionally, in the court decisions analyzed, the handling of money laundering has the
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potential to cause problems when the proceeds of money laundering originate from criminal acts that fall
outside the scope of the original criminal act as defined in the PP-TPPU Law.



